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ABSTRACT

Illegal arms trafficking is a seriuos issue that have long occured in Southeast
Asian region. Hence, member states of ASEAN are trying to overcome this
issue by initiating the ASEAN — PACTC (ASEAN — Plan of Action Combating
Transnational Crime) to reduce the number of transnational crime accross
Southeast Asia. However, in reality, the ASEAN — PACTC has failed to reduce
the number of illegal arms trafficking, particularly in Indonesia. Until the year
of 2013, the number of illegal arms trafficking in Indonesia continues to
increase compared with other countries in Southeast Asia. This research based
on question “why” to explain the ineffectiveness of ASEAN-PACTC in reducing
the illegal arms trafficking in Indonesia. To answer the research question, the
writer uses the effectiveness of international regime theory as well as
international regime concept as a mean of Management Cooperation.
Hypothesis in this research is that the ineffectiveness of ASEAN — PACTC in
Indonesia happenes due to the negative nature respond of the illegal arms
trafficking actors in Indonesia.

Keywords: The Effectiveness of regime, ASEAN-PACTC, Illegal arms
trafficking, Indonesia

Perdagagangan senjata merupakan masalah yang sudah sejak lama ada di
Asia Tenggara. Oleh Karena itu, negara-negara di Asia Tenggara berusaha
untuk menanggulangi permasalahan ini dengan menggagas ASEAN-PACTC
(ASEAN-Plan of Action Combating Transnational Crime) untuk menekan laju
kejahatan lintas negara. Namun, pada kenyataannya, dengan adanya
ASEAN-PACTC tidak dapat menekan angka perdagangan maupun peredaran
senjata ilegal di Indonesia. Hingga tahun 2013, angka perdagangan senjata
di Indonesia terus meningkat bila dibandingkan dengan negara lain di Asia
Tenggara. Penilitian ini kemudian didasarkan dari pertanyaan ‘mengapa’
yang kemudian menjelaskan ketidakefektifan ASEAN-PACTC dalam
menanggulangi perdagangan senjata ilegal di Indonesia. Untuk menjawab
rumusan masalah, penulis menggunakan teori efektivitas rezim internasional,
serta konsep rezim sebagai alat Management Cooperation. Hipotesa dalam
penelitian ini adalah bahwa ketidakefektifan ASEAN-PACTC di Indonesia
disebabkan karena nature respond yang negatif dari aktor perdagangan
senjata ilegal dalam negeri.

Kata-kata Kunci: Efektifitas rezim, ASEAN-PACTC, Perdagangan senjata
illegal, Indonesia.
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Asia Tenggara merupakan kawasan strategis baik dilihat dari segi
geografis, ekonomi politik, maupun sosial budaya. Jalur perdagangan
dunia yang terdapat di kawasan Asia tenggara menghubungkan antara
Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia, Asia Timur dengan Asia
Selatan serta Asia Tengah. Bahkan Asia Tenggara juga merupakan jalur
perdagangan yang menghubungkan Benua Afrika dengan Benua Eropa
serta Asia Timur dengan Australia. Sebagai kawasan yang
menghubungkan antara satu kawasan dengan kawasan lain, serta
banyaknya lalu lintas perdagangan internasional yang melewati kawasan
Asia Tenggara, lantas memunculkan potensi terjadinya kejahatan lintas
Negara (Transnational Crime).

Sadar akan potensi ancaman Organized Transnational Crime di Asia
Tenggara membuat negara-negara anggota ASEAN mengadakan
pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime
(AMMTC) di Yangon, Myanmar pada bulan Juni 1999, yang kemudian
dari pertemuan ini menghasilkan Rencana Aksi ASEAN untuk
memerangi kejahatan lintas Negara (ASEAN Plan of Action to Combat
Transnational Crimes / ASEAN-PACTC) yang mulai di
implementasikan pada tahun 2002 dimana Plan of Action (PoA)
tersebut memproritaskan delapan bidang kerjasama dalam kejahatan
transnasional, antara lain perdagangan gelap narkoba, perdagangan
manusia, sea-piracy, penyelundupan senjata, pencucian uang,
terorisme, international economic crime dan cyber crime.

Dengan terbentuknya ASEAN-PACTC ini secara umum dapat menekan
laju perdagangan senjata ilegal di beberapa Negara di Asia Tenggara.
Beberapa Negara yang didaulat menjadi Negara produsen serta
penyuplai senjata-senjata ilegal dikawasan Asia Tenggara seperti
Thailand dan filipina dapat menekan kegiatan produksi dan distribusi
senjata ilegalnya. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Mengacu
pada data yang didapat dari Dirreskrim Mabes Polri, indikasi lain dari
adanya peningkatan peredaran termasuk dengan kegiatan jual-beli
senjata ilegal adalah meningkatnya pula kegiatan terorisme baik
conventional terrorism maupun non-conventional terrorism. Hal ini
kemudian menjelaskan bahwa angka kejahatan lintas Negara yang
berkaitan dengan perdagangan senjata ilegal di Indonesia kian
meningkat tiap tahunnya bahkan setelah ASEAN-PACTC telah
terbentuk.

Berdasarkan fakta serta data diatas lantas membuat banyak pihak yang
menganggap bahwa ASEAN-PACTC sebagai satu rezim keamanan yang
mencoba menekan laju transnational crime di Asia Tenggara tidak
efektif dalam menekan laju perdagangan senjata ilegal di Indonesia.
Terlebih ketika ASEAN-PACTC tidak mampu membendung arus
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perdagangan gelap senjata yang berbanding lurus dengan meningkatnya
jumlah terorisme di Indonesia yang semakin terekskalasi.

ASEAN-PACTC dan Dinamika Perdagangan Senjata di Asia
Tenggara

Adanya perdagangan senjata secara ilegal di Asia Tenggara di mulai
ketika terjadi krisis politik di wilayah ini pada 1960 hingga awal 1990.
Sama halnya seperti yang terjadi di Pakistan ketika Amerika Serikat
melakukan pengiriman senjata untuk tentara mujahidin, Thailand pun
menjadi tempat transit senjata-senjata dari China untuk kelompok
Khmer Rouge di Kamboja, serta senjata-senjata dari Amerika Serikat
untuk dua kelompok anti-Vietnam, Sthanouk dan kelompok Son San
pada era 1980 hingga awal 1990-an. Hal ini sesuai dengan kebijakan
Thailand dalam menghadapi negara-negara disekitarnya yang dirasa
menjadi ancaman. Oleh karena itu, pihak militer Thailand turut serta
dalam mengawasi jalannya arms transfer ini. Akan tetapi hal ini
menimbulkan satu permasalahn baru ketika pihak militer Thailand yang
bertindak sebagai middlemen dalam perdagangan senjata antara
Amerika Serikat dengan Kelompok Khmer Rouge, kemudian menjual
senjata-senjata tersebut ke kawasan lain, terutama di kawasan
perbatasan Myanmar-Thailand. Hal ini disebabkan tidak adanya data
resmi terkait senjata Amerika Serikat yang memasuki wilayah Thailand.
Kegiatan illegal arms transfer ini juga melibatkan pebisnis-pebisnis
serta petinggi Kepolisian Thailand yang kemudian mengirim
senjata-senjata tersebut ke perbatasan kamboja dan menjualnya kepada
kelompok-kelompok separatis Myanmar yang beroperasi di sepanjang
perbatasan ini. Struktur sosial-politik Thailand semacam ini bertahan
lama, sehingga jaringan perdagangan senjata ilegal pun tetap berjalan,
meskipun aktor-aktor didalamnya berubah. Untuk mempermudah arus
perdagangan senjata ilegal ini, aktor-aktor yang kemudian menjalankan
bisnis ini lantas berusaha menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan,
serta menjadi petinggi-petinggi militer. Model perdagangan senjata
semacam ini yang berkembang di Asia hingga saat ini.

Ketika konflik Kamboja hampir berakhir, senjata yang masih tersisa
lantas dijual dan diperdagangkan kembali secara ilegal ke Thailand.
Senjata-senjata ini diperjual belikan oleh tentara-tentara gerilya khmer
rouge, pemerintah, maupun pihak militer Kamboja. Metode yang
digunakan hingga saat ini untuk menyelundupkan senjata ini pun
dikemas secara legal. Pemasok senjata ilegal melakukan perjanjian
mengenai pembelian senjata sebagai bentuk pemutakhiran militer,
maupun dengan alasan peningkatan sarana keamanan, dan menjual
sisanya ke pasar gelap. Hal ini kemudian memunculkan fakta bahwa
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senjata-senjata yang dimiliki oleh militer tiap-tiap negara mempunyai
kemungkinan besar untuk dipasarkan secara ilegal kepada
kelompok-kelompok tertentu.

Dengan adanya perubahan kondisi di perbatasan Thailand terutama
dengan runtuhnya rezim khmer rouge, serta merta membuat faktor
politik bergeser menjadi faktor ekonomi dalam peredaran senjata di
Asia Tenggara. Kelompok-kelompok produsen narkotika di Myanmar,
seperti Wa, kemudian mengambil alih pasar perdagangan senjata dan
menjadi aktor utama di dalamnya. Wa lantas menawarkan konsep baru
dalam perdagangan senjata ilegal yakni menukar senjata dengan
bahan-bahan  kimia yang kemudian diproduksi  menjadi
methamphetamine. Operasi dari kelompok ini pun disepanjang
perbatasan Indo-Burma. Dengan berkembangnya metode ini, lantas
muncul grup-grup serupa seperti Karen National Liberation Army, The
Chin Nation al Front Army, dan The Arakan Revolutionary Front
yang membantu pengadaan senjata untuk kelompok-kelompok
pemberontak disepanjang perbatsan Bangladesh-Burma. Selain
kelompok-kelompok tersebut, ada pula gerakan separatis lain yang
menerima pasokan senjata dari Thailand seperti Gerakan Aceh Merdeka
(GAM), Liberation Tiger of Tamil Eealam (LTTE), Moro Islamic
Liberation Front (MILF), dan Abu Sayyaf Group (ASG).

Selain pasar gelap, adapun sumber lain dari senjata ilegal yang beredar
di kawasan Asia Tenggara yang digunakan dalam konflik-konflik
horizontal maupun vertical, yakni berasal dari stok persenjataan
pemerintah, baik dibeli dari pejabat korup pemerintahan dan militer,
dicuri dari persediaan militer dan keamanan, serta hasil sisa rampasan
pemberontakan. GAM dan MILF merupakan kelompok pemberontak
yang memulai penggunaan stok persenjataan pemerintah seperti yang
dijelaskan diatas.

Hingga saat ini senjata-senjata yang tersedia di pasar gelap di Asia
Tenggara merupakan hasil konversi dari sumber legal termasuk
didalamnya yaitu stok persenjataan negara, atau dari perdagangan yang
legal. Aktor-aktor yang bertindak sebagai aparat pencegah terjadinya
perdagangan senjata ilegal seperti polisi, pihak militer, maupun pihak
lain di pemerintahan justru sering terlibat dalam transaksi jual-beli
senjata ilegal. Upaya negara-negara di Asia Tenggara dalam
menanggulangi isu ini telah dimulai, namun masih dalam tahap
permulaan. Tanpa adanya resolusi konflik yang terjadi di kawasan ini,
permintaan akan senjata baik dari pemerintah maupun non-pemerintah
akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya intensitas konflik
yang ada.
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Isu pengenai peredaran dan perdagangan senjata di Asia Tenggara
pertamakali dibahas dalam kerangka multilateral ASEAN Ministerial
Meeting di Malaysia pada 1997. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai
dampak dari peredaran senjata ilegal ini sehingga perlu adanya satu
format kerjasama dalam kerangka regional dalam menanggulangi
kejahatan lintas negara. Perdagangan senjata ini dipahami sebagai
kepanjangan tangan dari terorisme, perdagangan narkoba, pencucian
uang, perdagangan manusia, serta bajak laut. Sejalan dengan pertemuan
para menteri ini ditahun yang sama kemudian ASEAN Ministers of
Interior and home affairs mulai mengadopsi deklarasi ASEAN terhadap
kejahatan lintas negara. Deklarasi ini sebagai bentuk realisasi resolusi
ASEAN dalam menanggulangi kejahatan lintas negara serta bentuk
refleksi dari perjanjian dalam peningkatan kapasitas kerjasama regional
sehingga negara-negara anggota ASEAN dapat bekerja lebih erat.

Implementasi ASEAN-PACTC di Indonesia

Perdagangan senjata illegal yang ada di Indonesia memiliki karakteristik
yang berbeda dengan negara lain yang ada di Asia Tenggara. Selain
karena faktor geografis Indonesia yang begitu luas serta tidak dapat
dijangkau pada beberapa titik, namun juga karena penegakan hokum
yang kurang maksimal sehingga perdagangan senjata ilegal terus
berkembang meskipun sudah dilakukan upaya-upaya penanggulangan.
Meskipun ASEAN-PACTC telah di implementasi, namun aktor-aktor
yang ada di Indonesia merespon secara negatif.

Beberapa modus operandi kasus peredaran senjata api ilegal antara lain
dengan memasok dagangannya tersebut dari luar negeri melalui
pintu-pintu = masuk  wilayah  Indonesia  langsung  dengan
bermacam-macam cara melalui Bandara Internasional seperti Bandara
Sukarno Hatta dan Pelabuhan Laut seperti Tanjung Priok di Jakarta dan
Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Mereka mengelabui petugas
dengan mengatakan bahwa barang yang dibawanya adalah senjata
replika atau berupa benda lain yang ditaruh ke dalam satu tas atau
kontainer agar tidak terlacak petugas, bahkan terkadang beberapa
pengedar bekerjasama dengan oknum petugas berwenang agar barang
dagangannya bisa masuk wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan terlebih
dahulu. Setelah lolos masuk wilayah Indonesia, senjata api biasanya
diedarkan melalui agen-agen senjata angin yang merangkap menjadi
agen senjata api ilegal melalui jalur darat sehingga pembeli dapat
dengan mudah memperoleh senjata api dengan bermacam pilihan.
Pasar senjata ringan ilegal di Thailand merupakan pasar yang dapat
diakses oleh berbagai kelompok pemberontak atau separatis bersenjata,
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termasuk GAM Kkarena dari sekitar 3.000 pucuk senjata ringan yang
dimiliki oleh GAM berasal dari pasar senjata ilegal di Thailand.

Rute penyelundupan dari Thailand yang di masa lalu digunakan oleh
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan dari Mindanao yang digunakan oleh
Jamaah Islamiyah, Kompak dan kelompok-kelompok ekstrimis lain
dikawatirkan akan dapat digunakan oleh yang lain, termasuk para
pengedar narkotika dan kelompok-kelompok jihad. Senjata api ini
dapat masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta
dengan cara dikemas bersama dengan barang impor, seperti tekstil dan
elektronik serta diperkirakan penggabungan dilakukan ketika kapal laut
pengangkut barang impor tadi transit di Singapura. Senjata laras
panjang dari dua tempat penyimpanan ini dikirim ke daerah konflik di
Aceh, Poso, Maluku dan Papua. Sementara senjata ringan ilegal yang
berasal dari Philipina di samping mengalir ke Aceh, juga mengalir ke
kawasan Indonesia Timur yang pernah dilanda konflik komunal, seperti
Poso dan Maluku.

Senjata ringan ilegal yang beredar dari kedua daerah konflik tersebut
berasal dari Philipina yang diselundupkan lewat laut, pada umumnya
menggunakan Pulau Miangas di perbatasan Indonesia-Philipina sebagai
tempat transit. Fakta lain menunjukkan bahwa terdapat beberapa
kawasan di Philipina seperti Pulau Cebu merupakan produsen senjata
ringan ilegal dan maraknya peredaran senjata ringan ilegal di Philipina
tidak lepas dari adanya gerakan separatis sejak 1970-an. Terdapat tiga
titik kritis tempat penyelundupan senjata api di Indonesia, yakni Sangir
Talaud (Sulawesi Utara), Aceh dan perbatasan Indonesia dengan Timor
Timur. Salah satu sumber utama adalah Philipina bagian selatan yang
kemudian diselundupkan ke wilayah Sangihe Talaud di Sulawesi Utara.
Jalur ini sebenarnya sudah diketahui luas oleh otoritas keamanan
Philipina dan Indonesia. Ada delapan pulau di kawasan Sangihe Talaud
yang menjadi titik masuk penyelundupan senjata api dari Philipina
Selatan, Tawao - Nunukan, dengan senjata bersumber dari Philipina
Selatan.

Mabes Polri telah mengeluarkan izin penggunaan senjata non organik
TNI/Polri hingga Agustus 2010 sebanyak 41.102 pucuk dan kasus
penyalahgunaannya terjadi sebanyak 58 kasus dengan jumlah senjata 69
buah terdiri dari senjata peluru tajam 14 pucuk, senjata peluru karet 44
pucuk dan senjata gas 11 pucuk. Tercatat 45 senjata api juga hilang
dengan rincian senjata peluru tajam 18 pucuk, senjata peluru karet 17
pucuk dan senjata gas 10 pucuk. Sedangkan jumlah senjata api yang
telah diberikan izin sampai 2010 untuk beladiri 17.983 pucuk, Satpam
4.699 pucuk, Polsus 11.869 pucuk dan untuk olahraga 6.551 pucuk.
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Setelah tahun 2005 Polri tidak lagi memperpanjang izin kepemilikan
senjata api bagi keperluan beladiri untuk pribadi sehingga sekitar 17.500
senjata api ilegal diperkirakan beredar untuk kepentingan pribadi di
masyarakat  tetapi  Polri  kesulitan  mengontrol keberadaan
senjata-senjata tersebut karena sebagian besar pemilik senjata tidak
peduli dengan aturan Polisi tersebut. Untuk dapat memiliki senjata api,
calon pemilik harus mengajukan permohonan membeli senjata dengan
melampirkan persyaratan Polri dan membayar uang muka minimal 50%
dari harga senjata.

Bentuk implementasi domestik ASEAN-PACTC di Indonesia ditandai
dengan adanya Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/82/11/2004
tanggal 16 Pebruari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan
Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri
dimana keputusan ini mengatur proses kepemilikan Senjata Api Non
Organik TNI/Polri, dan juga diatur dalam undang-undang Darurat
No.12 Tahun 1951 Lembaran Negara 1951-78 tentang Senjata Api. Hal
ini menyusul adanya indikasi bahwa aktor utama perdagangan senjata
ilegal di Indonesia adalah dari dalam aparat sendiri, sehingga, regulasi
terkait kepemilikan senjata terhadap anggota lebih diperketat. Selain
itu, sejak 2005 pemerintah melarang dengan keras kepemilikan senjata
api oleh masyarakat sipil selain untuk keperluan berburu dan olahraga.

Ketidakefektivan ASEAN-PACTC Dalam Menanggulangi
Perdagangan Senjata Ilegal di Indonesia

Dari penjelasan mengenai sumber senjata ilegal yang ada di Indonesia,
dapat dilihat bahwa setidaknya terdapat 5 aktor utama yang berperan
dalamperdagangan senjata ilegal yakni TNI/Polri, PT. PINDAD,
Individu yang telah habis lisensi kepemilikan senjatanya, Individu
maupun kelompok dari daerah konflik, serta industri perakitan
rumahan senjata api. Setelah adanya Keputusan Kapolri dikeluarkan
terkait regulasi penggunaan senjata api oleh anggota TNI/Polri, yang
terjadi adalah perubahan sistem black marketing oleh oknum-oknum
TNI/Polri. Mulanya, TNI/Polri memperjual-belikan senjata yang
mereka miliki, karena sebelumnya mereka dapat dengan mudah
mendapatkan senjata api yang diperuntukan penjagaan keamanan.
Namun setelah regulasi tersebut mulai diberlakukan, maka penggunaan
serta pengawasan terhadap anggota pun diperketat. Namun sayangnya,
regulasi ini tidak mengatur sistem pengawasan gudang penyimpanan
senjata api. Selain itu, gudang gudang penylmpanan senjata api di
daerah-daerah perbatasan juga minim penjagaan. Hal ini
mengakibatkan, oknum-oknum arms traders dari dalam TNI/Polri
lebih mudah memasok senjata dari dalam gudang persediaan senjata
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tersebut untuk selanjutnya dijual kepada organisasi/kelompok tertentu.
Pasokan yang mereka dapat pun jauh lebih banyak daripada
sebelumnya, karena sebelumnya mereka hanya bias menjual satu
senjata, dari gudang tersebut mereka bisa memperoleh 20-30 senjata
api dalam berbagai jenis.

Berikutnya adalah PT. PINDAD yang merupakan Domestic Army
Industry. Setelah ASEAN-PACTC terbentuk, pemerintah memperketat
produksi PT.PINDAD dengan menerapkan system marking dan tracing.
Hal ini ditujukan agar semua senjata yang diproduksi PT. PINDAD
dapat dilacak keberadaannya melalu nomor seri serta data informasi
end user yang menggunakan senjata tersebut. Dengan demikian,
senjata-senjata yang diproduksi dapat dikontrol dan dihindarkan dari
peredarannya di pasar gelap. Namun permasalahannya adalah, system
marking ini baru diberlakukan pada tahun 2004, sehingga untuk
senjata dengan tahun pembuatan dibawah 2004 tidak dapat terlacak
apakah senjata tersebut masih digunakan, masih aktif, maupun masih
ada bentuk fisiknya.

Selanjutnya adalah Individu yang telah habis masa berlaku lisensi
pemakaian senjatanya. Setelah tahun 2005, Polri tidak lagi
memperpanjang izin pemakaian senjata bagi masyarakat sipil. Hal ini
membuat individu-individu yang sebelumnya memiliki izin untuk
menggunakan senjata api lantas harus mengembalikan dan
menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada polri. Namun, aturan
yang diterapkan hanya bersifat memaksa diatas kertas dan tidak dalam
implementasinya. Akibatnya, senjata-senjata tersebut kesulitan untuk
dilacak dan berakhir di pasar gelap.

Daerah paska konflik seperti Aceh, Maluku, Poso, dan Papua memang
mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah khususnya polri. Polri
telah menghimbau untuk menyerahkan senjata-senjata sisa konflik.
Namun, seperti permasalahan sebelumnya, bahwa implementasi
berbeda dengan kebijakan. Bahwasannya polri tidak melakukan
pendataan terhadap senjata-senjata tersebut. Akibatnya, oknum-oknum
tertentu hanya mengembalikan sebagian senjata dan sebagian lain dijual
ke pasar gelap domestik maupun internasional.

Aktor yang terakhir yakni industri rumahan perakitan senjata api yang
banyak ditemui di sentra-sentra industri kerajinan. Polri telah
menghimbau, baik senapan angin maupun senjata api harus memiliki
izin untuk memproduksi serta memilikinya. Namun, dengan alasan
barang kerajinan, industri-industri ini tetap melakukan kegiatannya.
Perakitan senjata api berkedok senapan angin ini membuat peredaran
senjata ilegal berkembang pesat. Di kota-kota besar di Indonesia seperti
Jakarta dan Surabaya, tidak sulit menemukan toko yang menjual
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senapan angin. Tak jarang jika kita mengunjungi toko tersebut, mereka
akan menawarkan apakah kita tertarik dengan senjata api.

Dari penjabaran diatas terlihat bahwa nature respond dari aktor-aktor
perdagangan senjata ilegal ini tidak berubah bahkan cenderung
mengindahkan aturan tersebut serta mencari alternative lain untuk
tetap berada pada bisnis perdagangan senjata ilegal.

Kesimpulan

Sebuah rezim dikatakan berhasil ketika rezim tersebut dapat mencapai
tujuannya. Namun, dalam proses mencapai tujuan tersebut banyak
faktor yang mempengaruhi sehingga rezim tersebut tidak berjalan
sesuai dengan tujuan awal. ASEAN-PACTC merupakan sebuah bentuk
kerjasama yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan lintas negara
di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bentuk kejahatan lintas negara
yang menarik untuk diteliti adalah perdagangan senjata ilegal, sebab
senjata ilegal merupakan salah satu faktor meningkatnya intensitas
kekerasan, konflik, serta kejahatan bersenjata di Asia Tenggara yang tiap
tahun jumlah korbannya semakin meningkat.

Masalah perdagangan senjata ini sebenarnya sudah lama terjadi, akan
tetapi baru beberapa tahun terakhir menjadi fokus masalah di Asia
Tenggara. Di Indonesia sendiri perdagangan senjata ilegal merupakan
salah satu pendukung terjadinya konflik horizontal maupun vertical
dimana kecenderungan untuk menggunakan senjata api untuk
menyerang kelompok lain semakin meningkat. ASEAN-PACTC
sebenarnya sudah diimplementasikan dimasing-masing negara melalui
aksi-aksi seperti kampanye tentang penggunaan senjata, pembentukan
peraturan, ketentuan-ketentuan tentang memproduksi, mendistribusi,
serta menggunakan senjata api. Namun, meskipun implementasi ini
sudah dijalankan, tidak serta merta dapat efektif diterapkan di setiap
negara ASEAN.

Melalui sejumlah analisis dengan meneliti variabel yang berhubungan
dengan terjadinya perdagangan senjata ilegal di Asia Tenggara terbukti
salah satu prasyarat untuk menjadikan sebuah rezim dikatakan efektif
tidak dapat terpenuhi. Prasayarat tersebut adalah perubahan perilaku
aktor-aktor yang terdapat dalam isu tersebut. Sehingga hipotesa penulis
yakni ketidakefektivan ASEAN-PACTC di Indonesia disebabkan karena
rezim ini hanya mengatur Negara dan bukan aktor yang ada di dalam
Negara tersebut terbukti benar. Rezim internasional dianggap mencapai
tujuannya apabila aktor-aktor dalam isu tersebut merespon dengan
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merubah sikapnya dengan mendukung adanya penyelesaian isu
tersebut.

Negara sebagai aktor wutama perdagangan senjata telah
mengimplementasikan ASEAN-PACTC ini kedalam masing-masing
regulasi domestiknya terkait produksi, distribusi, hingga kepemilikan
senjata api. Penanggulangan terhadap perdagangan senjata didukung
penuh oleh negara-negara tersebut. Namun, implementasi ini tidak
diikuti dengan control domestik yang menyebabkan aktor-aktor lama
yang berasal dari dalam pemerintah, khususnya di Indonesia, tetap
beroperasi dengan menggunakan modus operandi baru. Hal ini
membuktikan bahwa nature respond terhadap ASEAN-PACTC adalah
negatif. Selain itu, munculnya aktor-aktor baru seperti perdagangan
senjata online serta pengguna senjata api yang tidak peduli dengan
aturan pemerintah mengenai pengembalian senjata api jika masa
berlaku pakainya habis menyebabkan semakin banyak beredarnya
senjata ilegal.

Selain itu, dari data-data yang disajikan diatas terungkap pula bahwa
ketidakefektifan implementasi dari ASEAN-PACTC ini disebabkan oleh
sikap negara yang tidak tegas dalam menerapkan aturan tentang senjata
api. Akibatnya, banyak senjata api yang masa berlakunya sudah habis
tidak ditarik secara paksa dan berakhir di pusaran perdagangan senjata
ilegal baik antar individu maupun antar kelompok. Regulasi ini hanya
berupa pengetatan terhadap penggunaan senjata api di lingkungan
aparat keamanan. Akibatnya, pengguna senjata api dikalangan
masyarakat sipil seringkali luput dari pengawasan aparat maupun
pemerintah. Ketidak tegasan pemerintah ini juga dipergunakan oleh
kelompok-kelompok separatis dan teroris untuk melakukan transaksi
jual-beli senjata dari end user yang telah habis masa berlakunya dengan
harga murah. Oleh sebab itu, diabaikannya regulasi domestik ini
kemudian menjadi faktor tidak efektifnya ASEAN-PACTC.

Penelitian ini juga mencari jawaban atas sikap oknum aparat yang
terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Dengan menelaah beberapa
sector terutama sector politik, sosial dan ekonomi kemasyarakatan,
masalah perdagangan senjata di Indonesia sudah mengakar sejak dulu,
dimana perdagangan senjata dulunya merupakan akibat adanya
pengaruh faktor politik dimana kala itu sering terjadi konflik-konflik
antar suku atau konflik diperbatasan negara, namun sekarang telah
bergeser ke faktor ekonomi, dimana perdagangan senjata selalu
berkaitan dengan terorisme serta perdagangan obat-obatan terlarang.
Hal ini membuktikan bahwa aktor-aktor didalam pemerintah sendiri
masih memegang peranan penting didalam peredaran dan perdagangan
senjata ilegal di Indonesia. Terlebih, ketika oknum tersebut merupakan
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salah satu regulator dalam implementasi aturan tentang senjata api. Hal
ini menyebabkan aturan tersebut terkesan hanya sebatas di atas kertas.
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